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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas dunia usaha merupakan aktivitas yang lahir, tetap hidup bahkan
tumbuh seiring dengan peradaban manusia sebagai bagian dari aktivitas dalam upaya
memenuhi kebutuhan hidupnya dan masyarakat. Aktivitas usaha dilakukan oleh
Pelaku Usaha yang dalam melakukan aktifitas bisnisnya tidak selalu berhasil seperti
yang diharapkan, akan tetapi tidak jarang terjadi kegagalan yang mengakibatkan
kehancuran terhadap suatu usaha. Keadaan tersebut manimbulkan konflik utang
piutang (Undisputable Dept) antara Pelaku Usaha yang telah meminjam dana
(Debitor) dengan pihak yang telah meminjamkan dana (Kreditor)'. Pihak kreditur
yang mengalami kerugian demikian dapat melakukan tuntutan hak atau meminta
perlindungan hukum ke Pengadilan yang berwenang, melalui gugatan yang diajukan
kepada Pengadilan Niaga dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu
mengajukan Permohonan (/nvoluntary Petition).

Indonesia sejak dulu sebenarnya secara formal telah memiliki peraturan yang
mengatur masalah Kepailitan yang sebelumnya dimuat dalam Stbl. 1905 No.217 jo

Stbl. 1906 No.348 yang dikenal dengan nama Faillissement Verordening .

. « . .
Diskusi Hukum “Konsistensi Undang-undang Kepailitan dan Implikasinya Terhadap

Iz’(e)glgembangan Dunia Usaha Khususnya di Sumatera Selatan” Hotel Aston Palembang, Sabtu 21 Mei



Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan 1997 yang lalu
telah mempengaruhi kehidupan perekonomian nasional Indonesia dan menimbulkan
kesulitan bagi kalangan Pelaku Usaha untuk meneruskan usahanya apalagi berpikir
untuk mengembangkannya. Bahkan banyak juga Pelaku Usaha yang menutup
usahanya karena tidak dapat membiayai bidang usaha tersebut. Keadaan ini
menimbulkan konfilk mengenai utang piutang antara Pelaku Usaha yang telah
meminjam dana (Debitor) dengan pihak yang telah meminjamkan dana (Kreditor).
Untuk mengatasi keadaan demikian maka diperlukan mekanisme penyelesaian utang
yang adil, cepat, terbuka, yaitu dengan mempersiapkan perangkat hukum yang
menjadi landasan dan sarana dalam menyelesaikan sengketa utang piutang secara
adil, cepat, terbuka. Untuk itulah Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 Apfil 1998
menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
tentang Kepailitan (Lembaran Negara R.I Tahun 1998 Nomor 87). Perpu tersebut
pada tanggal 9 September 1998 disetujui oleh DPR RI menjadi Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tersebut dirasakan belum juga dapat
memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat, maka pada tanggal 19 Oktober
2004 Pemerintah R.I mengesahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang |

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan mencabut



dan menyatakan tidak berlaku peraturan Kepailitan sebelumnya yaitu Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitanz.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut telah memberikan batasan
pengertian tentang berbagai istilah hukum seperti yang diatur dalam BAB I tentang
Ketentuan Umum yang selama ini menimbulkan banyak penafsiran karena berbagai
istilah hukum tersebut tidak dengan jelas dan tersendiri dicantumkan dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, misalnya batasan pengertian
tentang istilah hukum mengenai pengertian utang.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, tidak
memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan “utang”
secara jelas dan tersendiri. Hal ini menimbulkan banyaknya silang pendapat
mengenai pengertian utang diantara para Hakim dalam menyelesaikan sengketa
Kepailitan di Pengadilan Niaga. Silang pendapat ini muncul dengan adanya beberapa’
putusan Hakim yang berbeda-beda.

Sedikit penjelasan tentang utang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
tentang Kepailitan dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 1 dan penjelasan pasal tersebut
sebagai berikut : “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak
membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang......" (pasal |
ayatl). “Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya” (penjelasan Pasal I ayat 1). Dasar

2 Ibid, him 2.



dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan ini bahwa debitur
dapat dimohonkan pailit jika tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan
dapat ditagih, lalu utang yang dimaksud tersebut adalah utang pokok atau bunganya®.
Konstruksi pemikiran dari kata “utang pokok dan bunganya” membawa kita pada
suatu pola pemikiran bahwa ini merupakan perjanjian pinjam meminjam uang (utang
piutang) yang mana objek dari perjanjian tersebut adalah uang (foan). Hal ini juga
dapat dilihat dari konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang
Kepailitan pada butir c, € dan f sebagai berikut : konsideran butir ¢ “bahwa salah
satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang adalah
peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban
pembayaran utang”. Konsideran butir € “bahwa untuk mengatasi gejolak moneter
beserta akibatnya yang berat bagi perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang
sangat mendesak dam memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang piutang
perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang yang dapat digunakan oleh para kreditur dan debitur
secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera
diwuyjudkan”. Konsideran butir f “Bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan dalam
rangka penyelesaian utang piutang tersebut diatas, terwujudnya mekanisme sengketa

secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera

diwujudkan”.

3 ; o s
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto
Undang-undang No.4 Tahun 1998, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, him.89.




Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan
tersebut diatas menyebutkan bahwa perlu adanya penyelesaian utang piutang dengan
segera dalam kepailitan. Penyelesaian utang piutang disini adalah kewajiban untuk
membayar utang uang, yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian
pemberian kredit ataupun perjanjian yang objek perjanjian tersebut adalah uang.
Pengertian ini merupakan cakupan pengertian “utang dalam arti sempit.” Ini dapat
dilihat dari Purusan MA No.03/K/N/1998, tanggal 2 Desember 1998, yang menganut
asas pengertian “utang dalam arti sempit” yaitu utang tidak meliputi bentuk
wanprestasi lain yang tidak berawal pada konstruksi hukum pinjam meminjam uang.

Beberapa Hakim menilai bahwa utang bukan hanya yang timbul dari
konstruksi hukum pinjam meminjam uang, melainkan berdasarkan perikatan baik
yang timbul karena perjanjian maupun karena Undang-Undang. Salah satu contoh
adalah Putusan Mahkamah Agung No.18 K/N/1999, tanggal 26 Juli 1999, Majelis
Hakim berpendapat bahwa karena dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
tentang Kepailitan tidak memberikan pengertian atau defenisi yang jelas dan
tersendiri tentang utang, maka menurut Majelis Hakim pengertian utang baik yang
timbul karena Undang-Undang maupun karena perikatan, yaitu segala bentuk
kewajiban debitor yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu. Pengertian yang
diberikan oleh Hakim Niaga ini mengindikasikan bahwa cakupan atau pengertian
utang menjadi luas dengan timbulnya kemungkinan gugatan kapan saja oleh kreditor

melalui hukum Kepailitan, pengertian utang diatas merupakan pengertian “utang

dalam arti luas”.



Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang saat ini telah memberikan pengertian tentang apa yang
dimaksud dengan “utang” secara jelas dan tersendiri. Pengertian tentang utang
terdapat pada pasal 1 butir (6) menyatakan sebagai berikut :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam
jumlah uang baik dalam mata utang Indonesia maupun mata uang asing, baik
secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen,
yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi
oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk
mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Dari ketentuan dalam Pasal 1 butir (6) diatas dapat ditarik suatu kesimpulan
bahwa utang tidak dibatasi hanya utang yang berasal dari konstruksi pinjam-
meminjam saja, tetapi dalam arti luas, dalam kerangka hubungan perikatan pada
umumnya sehingga tidak terbatas pada perjanjian pinjam-meminjam (uang) saja
tetapi juga Undang-undang. Sehingga pengertian utang berdasarkan Undang-undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang Pasal 1 butir (6) adalah penegasan terhadap “utang dalam arti luas”’.

Utang berdasarkan kamus Bahasa Indonesia ditegaskan sebagai berikut
“Utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa

yang diterima”. Berutang berdasarkan kamus Bahasa Indonesia berarti yang

mempunyai utang (kepada), disebut juga sebagai Debitor. Mengutangi berarti yang

B * Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.



memberi pinjaman uang (kepada); memberi pinjaman barang seperti pinjaman uang,
disebut juga sebagal Kreditor’.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
membahas didalam skripsi ini mengenai “TINJAUAN YURIDIS TENTANG

PENGERTIAN UTANG SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka permasalahan pokok yang
akan dikaji dalam penulisan skripéi ini adalah sebagai berikut :
“Bagaimanakah konstruksi perkembangan tentang pengertian utang sebagai dasar
permohonan pailit dan bagaimanakah penerapan tentang pengertian utang
berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dalam penyelesaian sengketa

Kepailitan 77

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk
mengetahui konstruksi perkembangan tentang pengertian utang sebagai dasar
permohonan pailit dan untuk mengetahui penerapan tentang pengertian utang

berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dalam penyelesaian sengketa

Kcpailitan .

s . .
Dwi Adi. K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Fajar Mulya, Surabaya, 2001, him.443.



Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi
dunia ilmiah dalam memperluas kepustakaan mengenai kajian dalam Studi
Hukum dan Bisnis, khususnya kajian dibidang hukum kepailitan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat
menjadi masukan dalam mengkaji, menyusun dan menyempurnakan peraturan-
peraturan yang akan datang, yang diperlukan untuk lebih menjamin keadilan dan

kepastian hukum baik terhadap Debitor maupun Kreditor.

D. Ruang Lingkup

Untuk mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh sesuai dengan judul
skripsi ini, maka penulis perlu memberikan batasan dan ruang lingkup penulisan,
yaitu hanya mengenai konstruksi perkembangan tentang pengertian utang sebagai
dasar permohonan npailit serta penerapan tentang pengertian utang berdasarkan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dalam menyelesaian sengketa Kepailitan .

E. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum secara

normatif artinya adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti



bahan pustaka (data sekunder)®, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier’, sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian ini dilakukan
dengan menggali data primer.

2. Metode Pendekatan
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan
pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini berdasarkan data
sekunder yang bermaksud menggali dan menemukan norma-norma hukum dalam
peraturan hukum tentang kepailitan.

3. Sumber dan Jenis Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang dilengkapi
dengan wawancara, sedangkan jenis datanya berupa data sekunder, yaitu data
yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas

dalam penelitian.
Data sekunder terdiri dari® :
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-

. ¢ Usm;wadi, Petunjuk Penulisan limiah Bidang Hukum Dalam Materi Pokok Pendidikan Dan
égg;m:]l(emahlmn Hukum, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang,
, him 211.

7 o
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
1984, him.53.

8 ; ‘. -
_ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, him.13.
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undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Undang-undang No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis
dan memehami bahan hukum primer, meliputi hasil karya dari kalangan
hukum, hasil-hasil penelitian, literatur-literatur mengenai kepailitan dan
sebagainya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sgkunder, meliputi majalah-
majalah yang memuat tulisan ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang
diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan pustaka serta

didukung wawancara dengan nara sumber guna mendapatkan data yang

dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, mencatat serta menyeleksi bermacam-

macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan

bertentangan satu sama lain.

5. Teknik Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara komperatif studi yaitu dengan cara
menguraikan data yang diperoleh dari pendapat para sarjana, Undang-undang No.
4 Tahun 1998 dan Undang-undang No.37 Tahun 2004 secara terperinci dan

sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dikaji.
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